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ABSTRAK

©

L

F%ﬁka Suci Ramadhani, (2020): “Pelaksanaan Pencegahan Tindak
g- Kekerasan Terhadap Perempuan
o Dan Anak Di Kota Pekanbaru
i Menurut Peraturan Walikota
= Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016
c f

= Tentang Perlindungan Perempuan
w Dan Anak Dari Tindak Kekerasan”.
@

-~

2]

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala perbuatan
y%g berakibat penderitaan fislk maupun psikis terhadap perempuan dan
anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan
kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, meski memuat sanksi hukum
yang berat daam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan
masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota Pekanbaru berdasarkan
Peur)aturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan apa sgja faktor yang
rr{émpengaruhi pel aksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan

a%k Jenis pendlitian ini adalah peneitian hukum sosiologis yaitu
pehelitian yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh
Iaﬁgsung dari wawancara yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Agék serta Seks Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, serta
p&yebaran kuisioner kepada masyarakat kota Pekanbaru yang telah
di%ntukan kriterianya, dan data sekunder atau data yang diperoleh dari
d«g(umen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Sifat dari penelitian

nery wisey Jreig



ptif, lokas penelitian ini adalah di kota Pekanbaru dan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa
Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan

asilitas, serta faktor masyarat dan kebudayaan.

©
Dipas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
o
=
=z

u

©
Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena belum maksimalnya

pénerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap
yakni dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegek hukum, faktor sarana

pgakaanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikota
kelerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru dapat dilihat

ini adalah deskri
perempuan dan anak.

_Am Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U_\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
..u_:«..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ﬂlv.., hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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KATA PENGANTAR

PRI S PN P =

Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat

1dio yeH @

uBe

ah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehinnga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada
=

N%bi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam

k&odohan ke alam berilmu pengetahuan.

w

o  Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul “Pelaksanaan

Pgicegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di
Kcota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak
Kekerasan” ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan
maupun pelaksanaannya. Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari
berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbaga pihak yang
menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu,

=
pala kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis

7]
mehgucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

=

Keluarga tercinta yakni Ibunda (Hefni Nandra), Atuk (Alm.H.
Hasril), Nenek (Hj. Nurdiana), dan Tante, Paman, serta Ayah yang
telah melimpahkan kasih sayang yang sedalam-dalamnya dan selalu

mendoakan serta memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

N

Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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BAB |
PENDAHULUAN
L atar Belakang Masalah
Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau
tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan

bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan

=

Kekerasan terhadap perempuan adalah setigp tindakan

ey
.
e

Aberdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat
gkesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksua atau
psikologis, eksploitasi ekonomi sosia, termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.? Kekerasan
terhadap anak adal ah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi,

N
,E_J:ekspl oitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang

m
Emengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.®
fo¥]
E- Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia
=
= telah bermula sgjak manusia itu ada dimuka bumi. Hal itu tetap terjadi pada
<
(1]
@ masa Kkini  dan mungkin sekali tetap berlangsung di  masa
o mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisk dan psikis
o
»
E
o ! Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak K ekerasan.
?|bid.,angka 9.
%|bid.,angka 10.
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terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau diluar lingkungan rumah
gtangga Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dalam
=

o lingkungan suatu rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa

terhadap sesama dewasa (suami-isteri-pembantu rumah tangga), dan orang

w exd

—dewasa dengan anak (orang tua dengan anak dan sebaliknya). Sedangkan

=
Cdiluar lingkungan rumah tangga, kekerasan tersebut dapat dilakukan pria

=z
¢pMaupun sesama perempuan.’
| o=

z Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang

2]
Amendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya.

gDiskri minas dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara
suami dan isteri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat.” Di
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikas Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(CEDAW), dukungan pemerintah Indonesia terhadap tujuan Konvens
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

N
E:(Konvensi Wanita) yang dikemukakan dalam keterangan pemerintah di DPR
(g°]

Jruie

-bentuk-bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-
prinsip persamaan hak bagi wanita.’

Kasus kekerasan terhadap perempuan sangat sulit diungkapkan ke publik,

Aj1s19ATU)

hal ini tidak lain karena masyarakat umumnya masih memandang kekerasan

* Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan
riminasi Terhadap Wanita, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), h. 263.

® Lysa Angrayni, Hukum & Hak Asasi Manusia (Depok Sleman Y ogyakarta: Kaimedia,
2046), h. 132.

®lbid., h. 135.

D
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@terhadap perempuan, khususnya terkait KDRT terkesan sebagali persoalan

gindividu yang tidak baik dibicarakan dipublik, KDRT adalah setiap perbuatan
;terhadap seseorang terutama perempuan Yyang berakibat timbulnya
Ek%engsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau
gpenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
gpemakaaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
zZ

wlingkup rumah tangganya. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga
| o=

idianggap aib keluarga yang harus ditutupi. Tidak heran jika sebagian besar
2]

Dkorban justru merasa malu memilih bungkam dan membisu.”

Q
c

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
pada dasarnya sudah cukup mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas
untuk melindungi dan berpihak pada perempuan, serta sekaligus memberikan
pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala
tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

N
?_{Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud

m
Ekekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan

ue

=~-seksual. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,

no

Jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang

ISI9AIU

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau pederitaan psikis berat pada

seseorang. Sedangkan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual

utlng jo 43

Transkhatulistiva, Dasar Hukum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
htf@//transkhatul i stiwa.co.id/dasar-hukum-mengenai -kekerasan-dal am-rumah-tangga, diakses
taeggal 10 Januari 2020.
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@yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga

gtersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

=
© rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan

tertentu.®

Dampak negatif dari tindak kekeraan terhadap perempuan yakni sangat
mengguncang kesehatan fisik, sgjumlah kasus mengindikasikan secara jelas
bahwa perempuan tindak kekerasan sangat potensiad mengalami berbagai

bentuk penyakit menular seksual, mulai dari yang ringan sampai yang berat

¥ BYsnS NN y!jlw ejd

dan juga kemungkinan terkena HIV/AIDS.

nei

Selain gangguan fisik, korban kekerasan terhadap perempuan contoh
kasus perkosaan juga rentan mengalami gangguan psikis atau kesehatan jiwa
seperti stres berat (gangguan jiwa), depresi, kegelisahan yang berkepanjangan,
trauma, gangguan pada selera makan, gangguan kepribadian ganda, bahkan
dalam kondis ekstrim dapat mengalami kematian karena HIV/AIDS dan
bunuh diri.

Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan kalangan pemerintah
maupun masyarakat sipil pun telah bekerja keras mengatasinya dengan

‘menghabiskan dana serta sumber daya lainnya yang kian tahun semakin

() dTWe[s| 3jels

_meningkat, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di

SIJAIU

negeri ini justru bertambah gawat dan mengkhawatirkan.’

® Ibid.

°® Umi Kudori, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Serta Solusinya,
.//www.kompasi ana.com/amp/umikudori/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-
nesia-solusinya, diakses tanggal 25 Oktober 2019.

h
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Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan

gPasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

=
© 1945, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk
©

o melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan

3
—atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia. Terdapat
=

Cketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
=z

ptentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, jenis, dan hierarki
%peraturan perundang-undangan terdiri atas.
Aa) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
g b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) UU/PERPU;
d) Peraturan Pemerintah;
€) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provingi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/K ota.
Sebagal daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan

kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala

dTWIR[S] 3)¥1S

daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas
_pembantuan.’® Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota terdapat di dalam

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

jo AjIs1aArun

@
2
=
.
@
c
2
g
<
=
5
=
2

, Sebagai berikut: “Peraturan daerah

kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

19Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), h. 37.

nery wisey yjLgAg pejng
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan
bersama Bupati/Walikota”.

Pemerintah daerah kota Pekanbaru telah membuat peraturan tentang
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yakni Peraturan
‘Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan
dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Pada Bab V Pasa 10 ayat (1) dituliskan
pencegahan tindak kekerasan yang berbunyi:“Untuk mencegah terjadi tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan

¥ Be)YSNS NN Y!lw eldid jeHy @

pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat

nei

dengan memberikan informasi, bimbingan dan / atau penyuluhan™.

Tugas dan fungsi dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) salah satunya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang

I 9183S

@ Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Tun drwe

Pekanbaru mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada

ISI9A

tahun 2016 mencapa 63 kasus, tahun 2017 mencapa 74 kasus, tahun 2018

0 A}
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Eperempuan dan anak yakni sebanyak 60 kasus, akan tetapi pada tahun 2019

~
= meningkat menjadi 130 kasus.

nery wisey Jreig



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

Jlaguins ueingsAusw uep ueywnuesuaw eduel iUl siny eAley yninies neje uelbegss diynbusw Bueseq 'L

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

©
= Tabel 1.1
: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Setiap
° Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2019
5
= No Nama K ecamatan Jumlah Kasus
- 1 | Bukit Raya 11
=z 2 | LimaPuluh 6
g’ 3 | Marpoyan Damai 9
% 4 | Payung Sekaki 14
Y 5 | Pekanbaru Kota 5
= 6 | Rumbai 14
7 | Rumba Pesisir
8 | Sail 4
9 | Senapelan
10 | Sukajadi 10
11 | Tenayan Raya 114
12 | Tampan 20
13 | Lainnya 8
= Total 130
E Sumber Data: DP3A Kota Pekanbaru
gT Berdasarkan data diatas, pada tahun 2019 terjadi peningkatan
zterhadap jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota
=)

= Pekanbaru yaitu mencapai 130 kasus. Kecamatan yang paling tinggi jumlah
(1]

JISI

-kasusnya yakni kecamatan Tampan sebanyak 20 kasus dan diikuti oleh
kecamatan Tenayan Raya sebanyak 17 kasus. Melihat banyaknya kasus
kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak maka peneliti melihat

bahwa pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak belum

nerny wisey jrieAg uejng jo £
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@berjalan maksimal. Apalagi melihat tujuan perlindungan perempuan dan anak

gdari tindak kekerasan pada Pasal 3 huruf a yakni *“ Mencegah tindak kekerasan
=
o terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang “. Serta pada
©
o huruf b mengatakan yakni “Menghapus segala bentuk kekerasan dan

w

—eksploitasi terhadap perempuan dan anak™.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

NIN

¢ppmengandlisisnya dalam  bentuk skripsi dengan  judul “Pelaksanaan
| o=
%Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota
Apekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun
Q
<2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak

Kekerasan.”

B. Batasan Masalah

Untuk mengindari kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk Ilebih
terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan
terhadap penelitian ini yaitu khusus membahas Pelaksanaan Pencegahan
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru M enurut
-Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
_Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S
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C.

nery eysns Nin !lw eidio yeHy @

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan

permasal ahan sebagai berikut :

=

Bagaimana pel aksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari

Tindak Kekerasan?

N

Apa sga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Pendlitian

nery wisey JireAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e}S

1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah :

a.  Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan
dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota

Pekanbaru.
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. Kegunaan Pendlitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi
beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara
praktis, sebagal berikut:

a  Secarateoritis
1) Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu
hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru

menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

2) Hasil pendlitian ini diharapkan dapat menjadi referens bagi
penelitian-penelitian sgjenis, pada masa mendatang.
b. Secarapraktis
1) Bagi pendliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru menurut Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi  tentang apa dan bagaimana pelaksanaan pencegahan

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru
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menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
3) Bagi Instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan
pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru.
M etode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu system dari prosedur dan teknik
penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan
diteliti.™ Untuk mendukung suksesnya penelitan ini baik dalam rangka
memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap
tercapaianya tujuan dan manfaat peneitian, maka peneliti telah
menerapkan metode penelitian sebagai berikut:
1. JenisPenelitian dan Sifat Pendlitian
Jenis  penelitian ini  termasuk  pendlitian  dalam
penggolongan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan
termasuk proses penegakan hukum, dan sifat dari penelitian ini adalah
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara
tepat oifat-sifat suatu individu, keadaan, gegaa atau kelompok

tertentu, atau untuk menetukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

nery wisey JureAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e)S

1 Zainal Abidin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12.
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menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala
lain dalam masyarakat.*
Lokas Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru dan dua belas kecamatan yang ada di kota Pekanbaru.
Adapun aasan penulis menetapkan lokas tersebut menjadi tempat
penelitian karena adanya masalah mengenai pelaksanaan pencegahan
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Populasi dan Sampel Pendlitian

Populasi ialah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang
sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya.** Sampel
ialah sebagian elemen dari populasi.**

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive
sampling dan Random sampling, dalam teknik penarikan sampel
Purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau
sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunya sangkut paut yang erat
dengan ciri-ciri atau dSifat-sifat populasi yang sudah diketahui
sebelumnya.® Sedangkan teknik Random sampling, mengambil

sampel dari populasi secara Random atau acak dimana setiap individu

;s jo
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2 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja
indo Persada, 2004), h. 25.
13 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003),

w

“Ibid.
Amirudin dan Zainal Asikin, op. cit., h. 106.
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atau setigp unit sampling dalam populass mempunyai kesempatan

yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel.*®

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel
No Nama Populasi Populasi Sampsel
1 | Pegawal Dinas 40 2

Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
K ota Pekanbaru

2 | Masyarakat Kota Pekanbaru 430.381 100
(Usia 15-34 tahun)

Sumber : Data lapangan, 2019.
4. Jenisdan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari
data primer dan data sekunder.
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.
b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

sebagainya.’

Nery wisey }IJE% U¥3[Ng Jo AJISIdATU() dIWIR]S] 3}e)S

1® Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media,

), h. 137.

M pid.,h. 30.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a. Studi dokumen atau bahan pustaka, merupakan langkah awal dari

b.

setigp penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum
meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.’®
Wawancara (interview), adalah situasi peran antar pribadi bertatap
muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara
mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang dirancang  untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah
penelitian kepada seorang responden.’® Dalam hal ini Pendliti
melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Daftar pertanyaan (Questionnaire), merupakan cara pengumpulan
data dengan mengajukan sgumlah pertanyaan yang disampaikan

secara tertulis.?®

6. Teknik Analisis Data

Teknik anadlisis data adalah suatu metode atau cara untuk

mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data

tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk

menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah

nery wisey JIreAg uej[ng yo AJISIdAIU() dTWR]S] 3}e)S

¥1hid., h. 68.
¥1hid., h. 82.
D bid., h. 89-90.
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tentang sebuah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif,

yakni mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah

didapatkan dilapangan.?

F= Sistematika Penulisan

e

C  Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan

=

¢ Sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB II

BAB Il

: Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar
belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

: Tinjauan Umum

Dalam bab ini peneliti memaparkan tinjauan umum keadaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekanbaru.

- Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan teori tentang
pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam

penelitian.

S mej[ng Jo AJISIdATU() dIUIR]S] d}e)S
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2L Rizki,
://pastiguna.com/teknikanalisisdata., diakses tanggal 21 November 2019.

Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli,
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BAB I

TINJAUAN UMUM

A. Sgarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan
Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Perangkat Daerah. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), DP3A ini bergabung di
Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana
(BPPMKB) dan menjadi satu bidang yang disebut dengan Bidang
Pemberdayaan Perempuan.

Sekitar tahun 2015 dan 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan
tersebut mendapatkan informas dari Kementrian Dalam Negeri bahwa
bagi daerah yang ingin membuat suatu dinas yang terpisah pemberdayaan
perempuannya dipersilahkan, dengan ketentuan harus mengis variabel
yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Pusat). Variabel yang
harus diis tersebut antara lain, indeks pembangunan janda di Kota
Pekanbaru, jumlah organisasi perempuan, lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan korban kekerasan

dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khsusus.

17
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Setelah variabel tersebut diis dengan data dan fakta, lalu
diverifikas oleh tim dari pusat dengan tujuan untuk mengetahui apakah
Kota Pekanbaru ini sudah layak untuk dijadikan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan diberikan skor dengan ketentuan yakni; skor <500 belum
bisa berdiri sendiri (masih begabung), 500-799 dapat berdiri sendiri
(menjadi satu dinas dengan tipe B), >800 dapat menjadi satu dinas dengan
tipe A.

Maka berdasarkan variabel yang telah diverifikasi dan telah dinilai
oleh tim pusat, Bidang Pemberdayaan Perempuan mendapatkan skor
sebanyak 990. Dengan jumlah skor tersebut, bidang ini dapat menjadi
suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
tipe A (tidak bergabung dengan dinas lain) agar dapat |ebih konsentras
mengurusi  perempuan dan anak. Namun pihak pusat menyerahkan
kembali kepada daerah, apakah daerah Pekanbaru ini mampu memiliki
DP3A dengan tipe A karena menyangkut dengan tunjangan jabatan.
Melihat kondisi keuangan daerah pada saat itu, maka Walikota Pekanbaru
menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubag, 3 bidang,
dan 9 kasi.

Untuk daerah lain di Provins Riau, sudah ada 4 daerah yang yang
memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mandiri yakni

Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Selebih itu masih
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bergabung (belum mandiri) dengan BPPMKB dan Sosial. Jadi, karena
kebutuhan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
maka pada tahun 2016 (terjadi proses pembentukan), dan pada tanggal 2
Januari 2017 disahkanlah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Kota Pekanbaru yang beralamat di Jaan Dagang No.78 Kp. Tengah

Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

. Vis dan Mis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki

visi yakni “Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart
City Yang Madani”. Kesetaraan gender adalah gambaran tentang hasil
perubahan pada masyarakat Pekanbaru melalui upaya pengarusutamaan
gender, untuk mencapal persamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
serta anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan
hak-haknya sebagal manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan
dalam menikmati hasil pembanguan.

Keadilan gender adalah gambaran tentang proses perlakuan adil
bagi perempuan dan laki-laki, bagi anak laki-laki dan anak perempuan di
Pekanbaru dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan dengan
mempertimbangkan akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan,
untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan terkait kebutuhan

dan aspirasinya.
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Sedangkan misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yakni:
1. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak ,
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak,

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan organisasi yang berkualitas.?

. Tugas dan Fungs Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak K ota Pekanbaru

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah
daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melakukan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah Kota
Pekanbaru membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang tugas dan
fungsinya dibidang:
1. Sosid;
2. Kesehatan,
3. Pendidikan;
4. Ketenagakerjaan,
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Mental dan Spiritual;dan

7. Ketentraman dan Ketertiban.

nery wisey JureAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e)S
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Pencegahan tindak kekerasan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah diatas secara terpadu dan berkesinambungan
berdasarkan Rencana Aksi Daerah, yang merupakan bagian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Walikota yakni Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan didalam
RPIMD Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022 diarahkan untuk membangun
partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan
keadilan gender adalah:

1. Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati
pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka memiliki posis tawar
yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender;

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka
kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat
daam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga
berencana;;

3. Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha dibidang ekonomi
produktif, termasuk mendapat moda pelatihan usaha, program
perluasan kesempatan kerja dan informas pasar sehingga dapat
mendorong lahirnya kemandirian kaum  perempuan dalam

berwirausaha;
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4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan
diberbagai sektor;

5. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna
mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan
tindak perdagangan perempuan dan anak (trafikking) yang dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.?

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu dari

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Salah satu

tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota

Pekanbaru adalah melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah.

Ag prejpng jo A}ISIdATU() DTWR[S] 3)€1S
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% Lihat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi

ah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.
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D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Gambar 2.1
Skema Struktur Organisasi

KELOMPOK

KEPALA DINAS
Drs. MAHYUDDIN
NIP. 19680618199401 1001

Dinas Pember dayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

JABATAN
FUNGSIONAL

ng NIN qlw eydio yeqH @

BID PENGARUSUTAMAAN |
GENDER

). ASTRA MULBERIYANI, SP

KASSUBAG. UMUM
YETTLLY,E

KABID PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

H. SARKAWI, S.Pd, MM
NIP, 19660817 198600 1 N01

g‘__NIP. 19631123 198603 2002

KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER Bk
IBEMBERDAYAAN PEREM PUAN DIBIDANG
d EKONOMI

INONG NOVITRI LESTIAWATI
NIP. 11651103 199403 2 001

KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG
SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM

MIRA SUSMITHA, SKM
NIP. 19801228 200501 2 005

(o = AN |
| L

KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREM PUAN DIBIDANG
KULAITASKELUARGA

ERWITA LIZWAR, SE
NIP. 19740113 200604 2 009

 dTwe[sy 3jels

[

KASI PENCEGAHAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREM PUAN KORBAN KEKERASAN

THIANGGOR SIREGAR, S.Sos, M.Si

RASTTTRLTINU A TS KIS
TERHADAP ANAK

ZAINIDAR ELVINA, SE
NIP, 19651123 199011 2001

KASI TNFORMASI DAN

DATA
KASPUL BAHRI, S.Sos
NIP. 19731015 200112 1005

>N U AN T

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbar u.

KABID PE

H. BUK

MENUHAN HAk

SEKRETARIS
NOFRITA DELI, SPd, M.Si
NIP. 19711102 199407 2001

NIP.19640221 199012 2001

KASUBBAG. KEUANGAN
SRI EKAWATI, SP
NIP. 19700911 200112 2003

ANAK
HAIROH. SAg

NIP. 19690605 200701 1 001

KASI PEMENUHAN HAK
ANAK DI BIDANG

PENGASUHAN ALTERNATF

DAN PENDIDIKAN
RELI SUGIANTI, SKM
NIP. 19720906 199302 2 001

KASI PEMENUHAN HAK ANAK
DIBIDANG HAK SIPIL, INFORMASI
DAN PARTISIPASI

NEL AFNI. L, SKM
—NIP. 19810727 2003122011

KASI PEMENUHAN HAK ANAK DI
BIDANG KESEHATAN DASAR DAN

KESEJAHTERAAN
Hj. FITRI WENTI, SKM

NIP. 19681223 1989032004
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TINJAUAN PUSTAKA

-‘A. Pengertian Pelaksanaan, Pencegahan, dan Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak.
1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan
sebagainya. Secara sederhana pelaksananaan bisa diartikan penerapan.
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan
dan ditetapkan. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah
sebagal proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari
kebijakan guna mencapal suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan
dalam suatu program dan proyek.
2. Pencegahan dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan
menahan agar sesuatu tidak terjadi, dapat dikatakan suatu upaya yang
dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Menurut Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak Dari Tindak Kekerasan, yang dimaksud dengan pencegahan adalah
upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan

mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.

24
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Deklarass PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap
perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai
setigp tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau
kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis
perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau
perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum
maupun dalam kehidupan pribadi.?*

Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi
PBB mencakup kekerasan yang terjadi dalam keluarga, kekerasan yang
terjadi dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan oleh
negara. Kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui:

a. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menikam, mencekik, dan
lain-lain;

b. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan sekual melalui
ancaman, intimidasi, dan lain-lain;

c. Kekerasan psikologis yang meliputi prilaku yang dimaksudkan untuk
mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa
ditinggalkan atau disiksa, dikurung dirumah, dan lain-lain;

d. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang
belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan lain-

lain.

U¥}[Ng Jo AJISIdATU() dDIWR[S] d}e}§
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#Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, Mengakhiri Kekerasan Terhadap

P puan Dan Anak Di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
3 indungan Anak , 2017), h. 16.
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Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup
pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi ditempat kerja, dan lain-lain.
Konteks kekerasan terhadap perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya
lebih menekankan pada kekerasan baik terhadap perempuan dewasa
maupun anak perempuan. Meskipun kekerasan terhadap anak perempuan
lebih banyak terjadi, tetapi kekerasan terhadap anak laki-laki juga dapat
melahirkan dampak psikologis dalam perkembangannya yang mungkin
berdampak pada perilaku yang buruk atau bahkan melakukan tindak
kekerasan ketika dewasa.®®

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dapat
didefinisikan sebagal peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang
umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab
terhadap kesgjahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan

kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.?®

. Hubungan Hak Asas Manusia dengan Negara, Demokras dan

Hukum Serta Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan
dan relasi sosial yang dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk
mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Manusia
diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang
menjamin dergiatnya sebagai manusia, hak-hak inilah yang kemudian

disebut dengan hak asas manusia Setigp manusia diciptakan

nery wisey JrreAg pejng yo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e}S
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% Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010), h. 42.
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kedudukannya sedrgjat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip
persamaan dan kesedergatan merupakan hal utama dalam interaksi
sosial.”

Konsepss HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat
terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum,
sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum
dimaknai sebagai kesatuan hirarki tatanan norma hukum yang berpuncak
pada konstitusi, hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum adanya
supermasi  konstitus. Supermasi  konstitus  disamping merupakan
konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan
demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.?®

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat
menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan
ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh
ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk
kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi,
hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa
orang yang berkuasa melainkan menjamin kepentingan dan keadilan bagi

semua orang.”

Nery wisey ;;Jezﬁsgwnng JO AJISIdATU() DTWR][S] 3)¥1S
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" Hukum, Hubungan HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum, http://mabuk-

m.blogspot.com, diakses tanggal 12 Juni 2020.

2 | bid.
2 |bid.
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Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), negara bertanggung
jawab melindungi, menegakkan, dan memagukan hak asas manusia
setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Kewajiban dan
tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa
dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati; merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut
campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-
haknya, negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan
yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

2. Melindungi; kewajiban negara untuk bertindak aktif untuk memberikan
jaminan perlindungan terhadap hak asas warganya. Negara
berkewgjiban  mengambil tindakan-tindakan untuk  mencegah
pelanggaran semua hak asasi manusia.

3. Memenuhi; negara berkewagjiban untuk mengambil langkah-langkah
legidlatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk
merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.®

Sebagal pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut
untuk harus melaksanakan dan memenuhi semua kewagjiban yang
dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-
kewagjiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan

telah melakukan pelanggaran.

Ez(s uejng Jo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e)S
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% Maidah Purwanti, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak

i Manusia, https://I sc.bphn.go.id, diakses tanggal 11 Juni 2020.



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

nery eysns Nin !jlw eydio yeHq @

29

K etentuan-ketentuan mengenai kewajiban negara antara lain:

1. Dalam instrumen HAM Internasional seperti deklarasi universal HAM,
Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya,
Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik;

2. Daam instrumen HAM nasional seperti pancasila, UUD RI 1945,
Peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM, dan lain-lain.®!

Tinjauan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-
haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis untuk
mencapai kesetaraan gender.*

Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.*

1. Hak-hak perempuan yang harus dilindungi antaralain:

a. Hak-hak perempuan dibidang politik dan pemerintahan;
b. Hak-hak perempuan dibidang kewarganegaraan,

c. Hak-hak perempuan dibidang pendidikan dan pengajaran;

Nery wisey }IJ&% uejng Jo AJISIdAIU() dDIWR[S] 3}e}S
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% |ihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan K ekerasan
Rumah Tangga.
% Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
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d. Hak-hak perempuan dibidang ketenagakerjaan;
e. Hak-hak perempuan dibidang kesehatan;
f. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum;

g. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.

. Hak-hak anak yang harus dilindungi antaralain:

a. Hak untuk hidup;

b. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
c. Hak untuk memperoleh kesehatan;

d. Hak untuk mendapatkan identitas diri;

e. Hak untuk mendapat perlindungan;

f. Hak untuk berpartisipasi;

g. Hak untuk dihargai pendapatnya.

. Asas dan Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan,
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
diselenggarakan berdasarkan asas:

a Kemanusiaan,

b. Keadilan dan kesetaraan gender,

c. Pengayoman,

d. Kepentingan terbalk bagi perempuan dan anak,

e. Non diskriminasi.
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Sedangkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak

kekerasan adalah untuk:

a

Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk
perdagangan orang;

Mengahapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak;

Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;

. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak

kekerasan, pelapor, dan saksi ; dan
Memfasilitass dan melakukan medias terhadap sengketa rumah
tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis

dan sgjahtera.

. Peraturan yang Berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki

Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a

b.

Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan M gjelis Pemusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden,

Peraturan Daerah Provinsi; dan
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g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu, Undang-Undang
Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang paling utama.

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan antaralain:

1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 28A-28] tentang Hak
Asasi Manusia yakni:

Pasal 28 A yang berbunyi * Setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “.
Makna dari pasa terebut adalah bahwa setigp manusia terutama
warga negara Indonesia, sgjak ia lahir mempunyai hak yang sama
dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya
Tidak ada satu orangpun yang bisa membeli nyawa orang lain atau
menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Jika ada
yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau tanpa adanya
alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maknanya adalah

bahwa sgjak lahir anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya
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manusia, tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun
diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya
sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut
oleh keluarganya sendiri apalagi orang lain, maka orang yang
melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman
sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang dibawah kekuasaannnya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Maknanya adalah
setigp orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan
setigp orang juga berhak untuk mendapatkan rasa aman dari
ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak
asasi manusia

Pasal 28 G ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat
manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain™.
Maknanya adalah setigp warga negara berhak untuk bebas dari
tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan deragjat
dan martabat manusia. Untuk melindungi warganya, maka negara
membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya

tindak kekerasan dan kegjahatan dimasyarakat.
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Pasal 28 | ayat (1) yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28 | ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu”.

Pasal 28 | ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asas manusia adalah tanggung jawab negara
terutama pemerintah”.

Pasal 28 | ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak
asas manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asas manusia dijamin, diatur

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvens

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminas Terhadap
Wanita (CEDAW), dukungan pemerintah Indonesia terhadap tujuan
Konvenss Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminas
Terhadap Wanita (Konvenss Wanita) antara lain menghapuskan

diskriminas dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan
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mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi
wanita® Konvenss CEDAW adalah salah satu perangkat hukum
internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asas kaum
perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum
menjamin akan pelaksanaan hak-haknya atau karena ia seorang
perempuan. Mukadimah Konvenss CEDAW menyatakan bahwa:
Walaupun ada perangkat-perangkat lain, perempuan tetap tidak
memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Diskriminasi tetap

berlangsung dalam masyarakat. Jadi Konvenss CEDAW merupakan

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi
kelangsungan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang
tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan (bidang
hukum).*

3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
menurut Soedjono Dirdjosisworo yang dimaksud dengan hak asasi
manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sgjak
lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun
juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap

individu.*®

¥ Lysa Angrayni, loc.cit.

¥ Komariah Emong Supardjaj, dkk, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak
Péempuan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2007), h.
14

[NS JO AJISIDATU) DTWR[S] 3)€1S

% Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia (Y ogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h.
5
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4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk mencegah, melindungi
korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara
dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan
penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi.®’

5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
bahwa negara kesatuan Rl menjamin kesgjahteraan tiap warga
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang
merupakan hak asasi manusia, anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam

UUD 1945.

6) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

7) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

nery wisey juBig pejng jo £A31s1aArup srwesy 3jels
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3" Hukum Keluarga Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum
, Perkawinan, Perceraian , KDRT, dan Anak (Y ogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2010), h. 366.



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

AVTE ¥ISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

nery eysns Nin !lw eidio yeHq @

37

8) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 Tentang
Rencana Aks Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru

Tahun 2018-2022.

D. Penyebab dan Dampak Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

dan Anak.

Secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Faktor individu

Dari sisi psikologis, motivas utama untuk melakukan tindak
kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan
emosi, bahkan kekerasan digunakan sebagai media mengekspresikan
perasaan seseorang seperti marah, frustasi, atau sedih. Perilaku
kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di
lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga
kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar.®

Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga
dapat dipengaruhi oleh berbagai ha seperti pengaruh teman seawat,
kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, dan

menyaksikan kekerasan di luar rumah maupun di dalam rumah.

. Faktor sosial budaya

Kondisi sosial yang dapat mendorong terjadinya kekerasan sering

merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok

nery wisey JureAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e)S

% Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, op.cit., h.19.
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masyarakat. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, berikut

beberapa faktor sosial yang mungkin menjadi penyebab kekerasan,

antaralain:

a. Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan
terhadap kebebasan perempuan;

b. Identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku
dimasyarakat;

c. Lingkungan kumuh dan padat penduduk;

d. Keterpaparan pada kekerasan.*

Menurut Siti Fatimah, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam
keluarga yang dilakukan dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-
anak adalah:

1. Masalah keluarga

Situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang
kurang harmonis, seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan
terhadap anak-anaknya semata-mata sebaga pelampiasan untuk
melepaskan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri atau sikap
orang tua yang tidak menyukai anak-anak, sehingga tidak mampu
mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan
pada anak.

2. Perceraian

nery wisey JureAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e)S
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Perceraian dapat menimbulkan problematika
kerumahtanggan seperti  persoadan hak pemeliharaan anak,
pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya. Akibat
perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang
tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah
tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan

oleh pihak ayah atau ibu tiri.

. Kdahiran anak diluar nikah

Sebagai akibat adanya kelahiran diluar nikah menimbulkan
masalah diantara kedua orang tua anak, belum lagi jika melibatkan
pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya, anak akan banyak
menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa
disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersish atau

disisihkan oleh keluarga, dan sebagainya.

. Permasalahan jiwa atau psikologis

Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang
tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap
anak-anak adalah mereka yang memiliki masalah psikologis. Mereka
senantiasa berada dalam kecemasan dan tertekan akibat mengalami
depres atau stress. Ciri-ciri psikologis yang menandai situas
tersebut antara lain : adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap

anak yang tidak redlistis, harapan yang berolak belakang dengan
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kondisinya, dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara
mengasuh anak yang baik.*

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat

meningkatkan resiko kesehatan yang buruk, dampak kekerasan terhadap

perempuan dan anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental, dan

kesehatan fisik.**

1

Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada
kesehatan dan kesgjahteraan hidup perempuan baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. Selain dampak langsung secarafisik
dan emosional dari kekerasan, kualitas hidup perempuan secara
keseluruhan juga dapat dirasakan selama hidupnya. Hal ini akan
berpengaruh pada partisipas dan keterlibatan perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan dimasyarakat.*

World Health Organization ( WHO ) secara spesifik
menyoroti dampak kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan
yang berdampak secara langsung seperti cidera dan dampak tidak
langsung seperti masalah kesehatan yang bersifat kronis akibat stress
berkepanjangan. Secara umum dampak kekerasan terhadap
perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kekerasan

mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial.*

nery wisey JireAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR]S] 3}e)S

0 Bagong Suyanto, op.cit., h.34.

“hid.

“2 Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, dkk, op.cit., h. 20.

B bid.
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Terkait dengan kesehatan mental, perempuan Yyang
mengalami  kekerasan dapat mengalami gangguan mental seperti
depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa
terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tidak berguna atau tanpa
harapan dalam hidupnya. Terkait tingkah laku, kekerasan terhadap
perempuan dapat mempengaruhi perilaku perempuan seperti berfikir
atau melakukan  tindakan  untuk  mengakhiri  hidupnya,
penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan makan yang
tidak teratur.*

Permasalahan kesehatan fisik yang umumnya terjadi akibat
kekerasan terhadap perempuan antara lain mencakup cedera fisik
berupa luka, patah tulang, lebam, sakit pinggang, sakit kroniss, sulit
tidur, tekanan darah tinggi, keguguran dan sebagainya. Dari SIS
ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada
kesulitan ekonomi seperti kehilangan pendapatan karena kehilangan
pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang
mungkin harus dikeluarkan.*®

Sementara itu dari dampak sosial dari kekerasan terhadap
perempuan yang mungkin akan langsung dirasakan oleh perempuan
seperti mendapatkan diskriminasi, perempuan korban kekerasan juga

dapat merasa asing atau khawatir, dalam berhubungan dengan teman

nery wisey JrreAg pejng yo AJISIdAIU() dIWR[S] 3}e}S

| bid.
1bid.



‘nery e)sng Njn uizi edue) undede ynuaq wejep Ul siny eAley yninjas neje ueibegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnBusw Buelte|iq 'z

NV VISNS NIN
o0}

‘nery eysng NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAiey uesijnuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynjun eAuey uednbusd ‘e

JJaguins ueingaAusw uep ueywniuesusw eduey U siny eAley ynines nele uelbeqges dinbuaw Bueleq “|

Buepun-Buepun 1Bunpuig e3d1D deH

nery eysns Nin Y!iw eydio yeHq @

42

atau keluarga, dan bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-

temannya.*

2. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Konsekuens dari kekerasan terhadap anak mungkin
bervarias tergantung pada jenis kekerasan dan keparahannya, tetapi
seperi halnya kekerasan terhadap perempuan, dampak dari kekerasan
terhadap anak dapat membahayakan bailk dalam jangaka pendek
maupun panjang. Kekerasan yang dialami oleh anak akan
mempengaruhi perkembangan terhadap anak, dampak dari kekerasan
dapat dilihat dari ciri-ciri berikut:

a. Kekerasan fisik, ciri-cirinya yakni danya luka lebam, bekas
gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan, sering tidak
masuk sekolah, tampak ketakutan ketika kehadiran orang tertentu,
sering lari dari rumah, dan sebagainya;

b. Kekerasan seksual, ciri-cirinya yakni sering mimpi buruk, adanya
perubahan nafsu makan pada anak, anak memperlihatkan perilaku
seksual yang aneh/tidak pantas, memperlihatkan kurang rasa
percaya pada seseorang, dan sebagainya;

c. Kekerasan emosional, ciri-cirinya yakni perkembangan fisik dan
emosional anak lambat, anak terlihat frustasi ketika mengerjakan

tugas, anak mencoba bunuh diri, dan sebagainya;

nery wisey JureAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e)S
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d. Penelantaran anak, ciri-cirinya yakni anak tidak masuk sekolah

tanpa keterangan, anak terlibat dalam kegiatan ilegal untuk
memperoleh kebutuhan dasar hidupnya, anak terlihat kotor, anak
kekurangan pakaian yang pantas dan tidak berenergi, dan

sebagainya;

. Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga, ciri-cirinya yakni

meskipun anak tidak mengalami kekerasan tetapi dia sering
melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam rumah
tangga, maka dampaknya dapat dilihat pada perubahan prilaku
anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah dan suka
ketakutan. Dampak sosial dari anak yang menyaksikan kekerasan
bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi
dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan dengan seseorang.
Selanjutnya dari aspek psikologi, anak yang terpapar kekerasan
dalam rumah tangga bisa berdampak pada

stres, tidur tidak teratur, dan trauma.*’

nery wisey JureAg uejng yo AJISIdAIU() dTWR[S] 3}e)S
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E. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun

2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak
Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan
pelanggaran hak asas manusia yang paling keam, dalam kerangka
perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan perempuan
dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak bebas
dari perbudakan, dan sebagainya. Hak asas ini bersifat langgeng dan
menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan
asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setigp negara
berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai  luhur yang
menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asas manusia
berkembang terus menerus, sehingga kebijakan regulasi perundang-
undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak
pun dibuat. Dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan,
maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Praturan Walikota
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Walikota, latar belakang lahirnya Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak dari Tindak Kekerasan ini dikarenakan:
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1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang
melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;

2. Dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak
serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah;

3. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota
Pekanbaru terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga
masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga
diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;

4. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu untuk menetapkan
Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan.*®

Didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

terdapat cara dan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak

kekerasan yakni Pasal 10 yang berbunyi:

(1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran
kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan

informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

S mej[ng Jo AJISIdATU() dIUIR]S] d}e)S
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“ Lihat Konsideran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

indungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
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(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:

a

Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik forma maupun
nonformal dan informal;

Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan,
pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosidl;
Pembukaan |apangan kerja bagi perempuan;

Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap
pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak
kekerasan;

Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan
mudah diakses,

Membangun jearing dan kerjasama dengan aparatur penegak
hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan / atau peduli
terhadap perempuan dan anak; dan

Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari

tindak kekerasan.*

d
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nak Dari Tindak Kekerasan Pasal 10.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendlitian dari bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di

kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36
tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan sudah terlaksana namun belum sepenuhnya terlaksana
dengan baik, pelaksanaan pencegahan kekerasan tersebut dilaksanakan
dengan melakukan upaya pemberdayaan dan penyadaran kepada
keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi,
bimbingan/penyuluhan melalui sosialisasi, peningkatan jumlah dan
mutu pendidikan, pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan pelatihan, pendanaan, pembukaan lapangan kerja bagi
perempuan, membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat,
membangun dan menyediakan sistem informasi, membangun jegaring
dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, dan membuka pos
pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Segala upaya tersebut dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan secara

terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aks Daerah.

76
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2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak yakni terdiri dari:
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a. Faktor hukumnya sendiri, aturan tentang perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sangat baik,
namun memang untuk pelaksanaannya masih belum maksimal
karena dibutuhkan kesadaran dari semua pihak terutama
masyarakat agar Undang-Undang yang telah dibuat dapat
dipatuhi sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak

terjadi;

. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani kasus
kekerasan, terus melakukan kordinasi dengan jgjaran kepolisian
dan juga melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan;

Faktor sarana atau fasilitas, dalam pelaksanaan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru terkendala dengan
sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas
maupun Kuantitasnya. Kurangnya sumber daya manusia dari
segi kualitas dan kuantitas ini disebabkan karena anggaran yang
sedikit. Selain itu peralatan kerja yang digunakan untuk

mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota
Pekanbaru masih terbatas.

d. Faktor masyarakat dan kebudayaan, kurangnya tingkat
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis akan

memberikan beberapa saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan

dikemudian hari, yaitu:

1. Sdluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melakukan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara lebih
meningkatkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang
perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, karena hal ini
adalah tanggung jawab bersama. Jangan takut untuk melapor apabila
melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan yang ada di sekitar
lingkungan.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kkota
Pekanbaru sebagai salah satu yang menerima tugas dalam pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus lebih aktif lagi untuk
menyebarkan dan menyampaikan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak keseluruh masyarakat yang ada di kota Pekanbaru,

jangan hanya diwilayah tertentu sgja.
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3. Pemerintah kota Pekanbaru harus lebih peduli terhadap kendal a-kendala

yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin
yakni salah satunya adalah melaksanakan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak agar kekerasan terhadap perempuan dan
anak tidak terjadi lagi khusunya di kota Pekanbaru, sehingga sesuai
dengan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun
2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari
Tindak Kekerasan yakni pada Pasal 3 huruf b “ Mengahapus segala
bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak “.
Selain itu, perlu adanya perbaikan terhadap Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan, karena Peraturan ini tidak terdapat sanksi
didalamnya, sehingga agar menjadi peraturan yang bak haruslah

peraturan tersebut disertai sanksi.
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PEDOMAN WAWANCARA

. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah,

khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Pekanbaru dalam melakukan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak?

. Apa upaya pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam peningkatan mutu

pendidikan guna mencegah kekerasan?

. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mengadakan pelatihan-pelatihan dalam  rangka memberdayakan

perempuan dan anak?

. Bagaimana cara membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat

dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak?

. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah

membangun dan menyediakan sistem informas yang lengkap dan

mudah diakses bagi masyarakat?

. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum,

aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya?

. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah

membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak

kekerasan?
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DAFTAR PENGISIAN ANGKET

Kata Pengantar
Pertanyaan yang digukan dalam angket ini bertujuan untuk
memperoleh data tentang Pelakanaan Pencegahan Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru Menurut
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
Petunjuk Pengisian Angket
1. Berilah tanda ( X ) padajawaban yang bapak/ibu/saudarali pilih;
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian;
3. Kgujuran bapak/ibu/saudara/i sangat diperlukan dalam pengisian
angket ini;
4. Kerahasiaan informasi, data dan identitas yang bapak/ibu/saudarali
berikan dilindungi secara ilmiah menurut kode etik keilmuan yang
berlaku.

| dentitas M ahasiswa

Nama : Friska Suci Ramadhani
NIM 111627204026

Jurusan > llmu Hukum

Fakultas . Syariah dan Hukum

Universitas : UIN SUSKA RIAU



1. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan
2. Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah mendapatkan sosialisasi tentang
pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak kota
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Friska Suci Ramadhani, dilahirkan di Rengat pada tanggal
13 Januari 1998. Anak pertama dari lima bersaudara,
merupakan putri dari Hefni Nandra dan Alwi, saat ini penulis
tingga di jalan Akasia Nomor 85.B, Kecamatan Tenayan

Raya Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai

|

: dari SD Negeri 008 Kota Pekanbaru tamat pada tahun 2010,

kemudian mel anjutkan pendidikan di SMP Negeri 11 Pekanbaru tamat pada tahun
Py

2@13 dan setelah itu penulis meanjutkan pendidikan di SMA Negeri 11
c

Pekanbaru dengan mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2016.

Tahun 2016 penulis diterimadi Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Kota
Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas
Syariah dan Hukum dengan mengambil jurusan [Imu Hukum dan mengambil

konsentrasi Hukum Tata Negara.
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% Tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Agama Kelas I.A
kéa Pekanbaru, setelah itu melaksanekan KKN di Desa Sungai Baung Keecamtan
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Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 26 Juni 2020, penulis
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